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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 65 TAHUN 2015

=====================================================

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR  65  TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,
	Menimbang

Mengingat

Menetapkan
	:

:

:
	a. bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal 10 ayat 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik perlu dilaksanakan pemberian bantuan dana sebagai upaya dalam rangka membantu kegiatan partai politik ;

b. bahwa  dalam  upaya  memberdayakan  partai  politik agar mampu melaksanakan fungsinya secara efektif perlu diberikan bantuan keuangan yang dikelola secara transparan dan akuntabel;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tabanan;

1. Undang-Undang  Nomor  69  Tahun 1958  tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

6. Peraturan Derah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatan Tabanan Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TABANAN.




Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system Negara Republik Indonesia dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Poitik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2
Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga DPRD Kabupaten Tabanan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
Pasal 3
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara proporsianal berdasarkan jumlah perolehan suara di Lembaga DPRD Kabupaten Tabanan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
Pasal 4
(1) Pemberian bantuan Keuangan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah setiap Partai Politik.
(2) Setiap perolehan suara, per suara dihitung sebesar   Rp 2.668,- (Dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
Pasal 5
Rincian perolehan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di lembaga DPRD Kabupaten Tabanan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 serta besarnya Bantuan Keuangan yang diperoleh  adalah sebagai berikut :

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjungan         (PDI Perjuangan) sebanyak :
	Rp. 764.000.000 X 162.108
Rp. 286.320
	= Rp.432.504,144,-


(Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Empat Pulu Empat rupiah).
b. Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak :
	Rp. 764.000.000 X 48.976
Rp. 286.320
	= Rp.130.667.968,-


(Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan rupiah).
c. Partai Demokrat sebanyak :
	Rp. 764.000.000 X 21.275
Rp. 286.320
	= Rp.56.761.700,-


(Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus rupiah).
d. Partai Gerindra sebanyak :
	Rp. 764.000.000 X 21.275
Rp. 286.320
	= Rp. 82.161.060,-


(Delapan Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).
e. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
	Rp. 764.000.000 X 11.283
Rp. 286.320
	= Rp. 30.103.044,-


(Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Ribu Empat Puluh Empat Rupiah).
f. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
	Rp. 764.000.000 X 12.120
Rp. 286.320
	= Rp. 32.336.160,-


(Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah ).
Pasal  6
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Pasal  7

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal  2 Nopember 2015
PENJABAT BUPATI TABANAN,

            TTD
I WAYAN SUGIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 65



Diundangkan di Tabanan


pada tanggal 2 Nopember 2015





SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,





                     TTD





I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
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